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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan
tentang: (1) Bagaimana praktik penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna
jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap
penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa
Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dan data
penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya
data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir
induktif yaitu berangkat dari mencari fakta-fakta yang ada yang bersifat khusus
dan kemudian diteliti dan dikaitkan pemecahan masalah yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penarikan dana perbaikan jalan
bermula dari sumbangan sukarela yang kemudian dikembangkan menjadi portal
jalan dengan tarif sebesar Rp 2000 dan dilaksanakan setiap hari senin sampai
sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Penarikan ini adalah kebijakan
dari Kepala Dusun Pasinan dengan tujuan untuk perbaikan jalan dan sebagian
yang lain untuk keperluan perbaikan infrastruktur jalan. Penggunaan dana
perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih sudah direalisasikan sebanyak tujuh
kali dalam kurun waktu empat tahun dengan dana yang terkumpul sebesar Rp
25.216.000. Penggunaan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih tidak
melulu untuk perbaikan jalan tetapi juga mencakup perbaikan lampu jalan,
sumbangan, dan konsumsi kerjabakti. Selain itu terdapat penggunaan dana yang
tidak ada keterangan sebesar Rp 4.750.000, juga sisa dana perbaikan jalan sebesar
Rp 5.408.000 yang seharusnya dikembalikan kepada Kepala Dusun ketika Agus
(wakil) menyerahkan kewenangannya kembali, nyatanya hanya dikembalikan
sebagian. (2) Dalam praktik penarikan terdapat ujrah yang menurut hukum Islam
rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan fikih. Sedangkan penggunaan
dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan menggunakan akad wakalah bil ujrah
yang dalam praktiknya wakil tidak memenuhi ketentuan yang diberikan oleh
muwakkil sehingga wakil dikatakan tidak amanah dalam melaksanakan tanggung
jawabnya dan menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum.

Dari hasil penelitian di atas, maka hendaknya perangkat desa lebih
memperhatikan terhadap kegiatan penarikan dana di Desa Pasinan Lemahputih
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk menghindari adanya praktik
pungutan yang ilegal. Kepada pihak yang diberikan tugas untuk melakukan
penarikan dana perbaikan jalan hendaknya lebih bisa menjaga amanah dari Kepala
Dusun sehingga dana perbaikan jalan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan
semaksimal mungkin.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur
daerah pemerintahannya sendiri yang dapat membawa perubahan positif,
salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah
otonom. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur
semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang
di tetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat.*

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip
bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan
tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi
untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan
daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu
sama dengan daerah lainnya. Adapun yang di maksud dengan otonomi yang

bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus

1Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, Desentralisasi (Malang: UB Press, 2011), 123



benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang
pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.?

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka diperlukan
suatu daerah untuk bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah. Pendapatan
asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Sedangkan untuk
meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya
mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien
dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan
pembangunan daerah sehingga pemerataan perekonomian setara dengan
kesejahteraan rakyat.®

Mengenai sumber pendapatan daerah, desa juga mempunyai sumber
pendapatan desa yang terdiri atas bantuan keuangan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggraan Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk
percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat

diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan

2|bid.

3 Luthfia Dewi Agustina, “Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di

Desa

Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi-UIN Sunan Ampel

Surabaya, 2019)



pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang
mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat
berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.*

Dalam rangka untuk menambah sumber pendapatan desa, banyak aparat
desa yang melakukan penarikan dana dalam bentuk sumbangan maupun
penarikan retribusi. Misalnya seperti yang terdapat di Desa Ketegan
Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Aparat desa setempat
melakukan penarikan dana kebersihan di Pasar Kalibangan yang lokasi pasar
tersebut berada di wilayah Desa Ketegan.® Begitu juga dengan pemberlakuan
iuran yang di peruntukkan bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang
berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo sebagai
wujud untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di desa
setempat sekaligus menambah sumber pendapatan desa.®

Demikian juga di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom
Kabupaten Gresik yang melakukan hal serupa untuk memperoleh sumber
pendapatan lain yang diusahakan oleh desa, yaitu dengan pemberlakuan
penarikan dana untuk perbaikan jalan. Kegiatan pernarikan dana perbaikan
jalan ini sudah berlangsung selama empat tahun silam dan diharapkan apabila

terdapat kerusakan jalan maka bisa segera di perbaiki. Hal ini di karenakan

4 Tim Redaksi Laksana, Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan
Dana Desa (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2019), 97

SLuthfia Dewi Agustina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di
Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi- UIN Sunan Ampel
Surabaya, Surabaya, 2019)

® Venny Afiyatur Rohmah, “Analisis Maslahah Mursalah terhadap Praktik Kegiatan Pedagang
Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo” (Skripsi- UIN Sunan
Ampel Surabaya, Surabaya, 2021)



apabila menunggu dana dari pemerintah pusat untuk desa akan memakan
waktu yang cukup lama dan juga prosedur yang panjang.

Penarikan Dana Perbaikan Jalan di Desa Pasinan Lemahputih ini
merupakan wujud dari perjanjian lisan yang dilakukan oleh Kepala Dusun
Pasinan dengan salah seorang warga desa setempat dengan memberikan
kuasa penuh kepada salah seorang warga tersebut untuk melakukan penarikan
dana perbaikan jalan dan juga penggunaan dananya. Penarikan dana
perbaikan jalan ini di peruntukkan bagi pengguna jalan khusus roda empat
yang melintas di jalan desa. Hal ini didasari karena fungsi dari jalan desa
yang juga digunakan sebagai jalan alternatif menuju jalan raya Legundi. Jalan
raya Legundi sendiri merupakan jalan raya yang lokasinya berbatasan
langsung dengan Desa Pasinan dan juga merupakan jalan raya yang
menghubungkan Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Mojokerto dan
Kabupaten Sidoarjo.

Upaya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Kepala Dusun dengan salah
satu warga ini di tujukan untuk perbaikan jalan akibat banyaknya kendaraan
terutama kendaraan roda empat yang melintas dan membuat jalan desa
menjadi cepat rusak dan tidak layak. Penarikan dana perbaikan jalan ini di
lakukan di satu titik jalan desa tepatnya yaitu di Dusun Pasinan RT 16 dengan
pembuatan portal dari tiang besi semi permanen yang di tancapkan di tengah
jalan desa, sehingga apabila ada kendaraan roda empat yang hendak melintas

maka harus membayar sejumlah Rp 2000 kepada penjaga tiang agar



pengguna jalan khususnya pengendara roda empat bisa mengakses jalan
tersebut.

Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan, pihak
yang terlibat yaitu Kepala Desa yang mengeluarkan kebijakan terhadap
penarikan dana guna perbaikan jalan, pihak kedua adalah salah seorang warga
yang diberikan wewenang untuk melakukan penarikan dana perbaikan jalan,
dan pihak ketiga yaitu pengguna jalan roda empat yang melintas di jalan desa.
Perjanjian dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ini menurut hukum Islam
termasuk dalam akad wakalah bil ujrah.

Dari pemaparan di atas, akad yang dilakukan oleh Kepala Dusun, penarik
dana, dan pengguna jalan roda empat adalah akad wakalah bil ujrah yaitu
pemberian kuasa dari muwakkil (Kepala Dusun) kepada wakil (penarik dana
perbaikan jalan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu berupa
penarikan dan pengelolaan dana perbaikan jalan yang disertai dengan imbalan
berupa ujrah (fee) yang diperoleh dari pengendara roda empat. Namun dalam
akad atau perjanjian penarikan dana perbaikan jalan ini terdapat
ketidaksesuaian terhadap ujrah yang ditentukan. Kemudian terdapat
kejanggalan lain dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa
Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ini karena secara
realisasinya belum ada perbaikan jalan yang signifikan juga terdapat
pengingkaran kewenangan yang telah dilakukan oleh penarik dana saat

adanya pergantian kepengurusan.



Dari kenyataan di atas maka perlu diungkap lebih jelas, rinci, dan
lengkap terkait penarikan dana perbaikan jalan yang dilakukan di Desa
Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, serta apa
fungsi dan tujuan adanya penarikan dana perbaikan jalan dan bagaimana
analisis hukum Islam tentang wakalah bil ujrah terhadap pelaksanaan
penarikan dana tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan
meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan judul “Analisis
Hukum Islam terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan
Roda Empat atau Lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berikut ini merupakan batasan masalah berdasarkan latar belakang yang

telah di uraikan untuk membatasi penelitian dari penulis:

1. Sumber pendapatan desa yang dapat diusahakan oleh Desa Pasinan untuk
percepatan pembangunan desa

2. Penarikan dana perbaikan jalan Desa Pasinan merupakan sumber
pendapatan desa untuk kerusakan jalan desa

3. Belum ada realisasi perbaikan jalan yang signifikan di Desa Pasinan
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

4. Praktik penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat
atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom

Kabupaten Gresik.



5.

Analisis hukum Islam terhadap penarikan dana perbaikan jalan bagi
pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Mengingat terbatasnya waktu penelitian yang diadakan, maka penulis

berpendapat untuk membatasi masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1.

Praktik penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat
atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom
Kabupaten Gresik.

Analisis hukum Islam terhadap penarikan dana perbaikan jalan bagi
pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi batasan masalah dapat di uraikan dua

rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1.

Bagaimana praktik penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan
roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik?

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan dana perbaikan
jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan

Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik?

Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu gambaran ringkas terkait penelitian ataupun kajian

yang sudah pernah diteliti atau dilakukan terkait seputar masalah yang akan

diteliti, sehingga dapat memiliki kejelasan bahwa penelitian yang akan diteliti



dengan penelitian sebelumnya bukanlah merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi
tersebut, posisi peneliti yang akan dilakukan harus dijelaskan.’

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya antara lain:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Dana
Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo”. Oleh Luthfia Dewi Agustina pada tahun 2019 (UIN
Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa
apakah pelaksanaan praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar
Kalibang dengan menggunakan akad ijarah dan wakalah sudah sejalan
dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/1X/2017 tentang akad
wakalah bil ujrah. Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan melakukan
penarikan dana kebersihan berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara
Karang Taruna Tunas Harapan dengan pemerintah desa. Dalam hal ini
terdapat beberapa pihak pertama yaitu anggota Karang Taruna Tunas Harapan
yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan dana kebersihan pasar,
pihak kedua yaitu pemerintah Desa Ketegan yang mengeluarkan surat edaran
penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan, dan pihak ketiga adalah
pedagang yang diharuskan membayar dana kebersihan Pasar Kalibangan.
Seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang

lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melakukannya sesuai dengan

7 Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk
Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,
2017), 8



apa yang di perjanjikan. Akan tetapi dalam kasus ini akad/ perjanjian
penarikan dana kebersihan pada pedagang pasar Kalibangan tersebut belum
terpenuhinya kerelaan mengenai pelaksanaan perjanjian dalam hukum Islam.®
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis
yaitu terletak pada pisau analisis yang dipakai yaitu menggunakan akad
wakalah bil ujrah dan Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/1X/2017 sebagai
analisis yang di pakai dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya terletak
pada objek pembahasannya. Pada penelitian ini objek masalahnya terkait
dengan dana kebersihan pasar sedangkan pada penelitian dari penulis
menggunakan objek penelitian berupa dana perbaikan jalan.

Kedua,Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Pinjaman Uang Untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu Desa Ketro
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan” Oleh Afif Ahsanul Amri pada
tahun 2017 (IAIN Ponorogo). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa
meneliti terkait fenomena pinjaman uang untuk perbaikan jalan yang terjadi
di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonangung Kabupaten Pacitan.
Perjanjian pinjaman tersebut dilakukan oleh Mbah Tugirin dengan
masyarakat Dusun Klepu, kemudian masyarakat meminta Pak Sukir supaya
menjadi wakil dalam perjanjian tersebut sebagai peminjam. Terkait cara
pengembalian pinjaman melalui hasil dari portal jalan (tempat penarikan uang
bagi kendaraan yang melewatinya) yang ada di dusun tersebut, cara itu

dilakukan Mbah Tugirin untuk pelunasan hutang dengan menguasai portal

8 Luthfia Dewi Agustina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di
Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi- UIN Sunan Ampel
Surabaya, Surabaya, 2019)
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selama satu tahun setengah, jika dalam waktu tersebut pelunasannya kurang,
maka itu menjadi resiko Mbah Tugirin, namun jika pelunasannya lebih itu
menjadi hak Mbah Tugirin.® Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian
yang diteliti yaitu terdapat pada objek yang diteliti terkait pemberlakuan dana
perbaikan jalan yang di bebankan kepada pengguna jalan. Sedangkan
perbedaannya yaitu ada pada akad yang digunakan sebagai tinjauan dari
penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini akad yang digunakan yaitu
gard dan wakalah sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti
menggunakan ijarah dan wakalah.

Ketiga,Skripsi yang berjudul “Penggunaan Dana Desa di Bidang
Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus di Desa Bolo
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)” Oleh Naffa Ardlilla Hidayaty
pada tahun 2019 (UIN Sunan Ampel Surabaya). Penelitian ini membahas
terkait penggunaan dana desa yang di peruntukkan untuk pembangunan
perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
karena pada tahun 2017 dana desa hanya di anggarkan untuk pembangunan
drainase dan (TPS) tempat pembangunan sampah. Dalam pandangan figh
siyasah dan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Undang-
Undang, terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan dana desa yang

diperuntukkan untuk pembangunan perbaikan jalan desa Desa Bolo

® Afif Ahsanul Amri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Untuk Perbaikan
Jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan” (Skripsi-IAIN
Ponorogo, Ponorogo, 2017)
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Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini.*° Persamaan dari penelitian
ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu terkait pengelolaan dana
perbaikan jalan desa dan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan
yaitu menggunakan perspektif figh siyasah sedangkan penelitian yang diteliti
menggunakan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-
MUI/IX/2017 tentang wakalah bil ujrah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis
mengidentifikasi tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna
jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penarikan dana
perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan
Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari pokok permasalahan yang ada di atas, penulis mengharapkan
penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis dan pembaca, sehingga
penulis mengidentifikasi dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis
a. Diharapkan memperluas dan memberikan ilmu pengetahuan untuk

mahasiswa, peneliti yang sejenis, atau peneliti di masa yang akan

10 Naffa Ardlilla Hidayaty, “Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan
MenurutUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Figh Siyasah (Studi
Kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)” (Skripsi-UIN Sunan Ampel
Surabaya, Surabaya,2019)
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mendatang di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom
Kabupaten Gresik.

b. Memperluas wawasan bagi pembaca khususnya mengenai dana
perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik.

c. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan
bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah
dana perbaikan jalan yang dikaji dengan akad ijarah dan wakalah,
serta Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang wakalah
bil ujrah.

2. Secara Praktis
Bagi Pemerintah Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik, dapat digunakan sebagai acuan dalam
mengevaluasi dan mengambil kebijakan untuk pemberlakuan penarikan
dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional
Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menimbulkan kesalahpahaman

pengertian terhadap judul penelitian “Analisis Hukum Islam terhadap
Penarikan Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih
di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”,
maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai pada judul penelitian di

antaranya:
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1. Hukum Islam dalam skripsi ini adalah hasil ijtihad para fugaha’
mengenai aturan-aturan yang berkenaan dengan perbuatan mukalaf
yang bersumber dari Alquran dan hadis yang dalam skripsi ini khusus
membahas tentang wakalah bil ujrah dan Fatwa DSN MUI No:
113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil ujrah dan wakalah
bil ujrah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil
untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan
imbalan berupa ujrah (fee).

2.  Penarikan dana perbaikan jalan Desa Pasinan Lemahputih adalah dana
yang ditarik oleh dusun dari para pengguna jalan roda empat atau lebih
yang melintas di jalan desa dan digunakan untuk keperluan dusun yang
meliputi perbaikan jalan, perbaikan lampu jalan, penggantian kabel
lampu yang rusak, dana santunan, dan kerja bakti.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh
dari penelitian dapat digunakan untuk memenuhi dan menjawab rumusan
masalah.!! Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan
(field research), yaitu penelitian yang mencakup informasi tentang fenomena
utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi
penelitian.'? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif yaitu bentuk riset yang bersifat deskriptif dan lebih mengarah

1Sumiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 36
12 John W. Creswell, Research Desighn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed
(‘Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 167
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kepada analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan
kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu
(dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.'® Lokasi yang digunakan sebagai
objek untuk penelitian adalah Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik.
1. Data yang dikumpulkan
Data adalah semua keterangan seseorang yang di jadikan penelitian
maupun Yyang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk
deskriptif atau bentuk lainnya guna keperluan lainnya yang dimaksud.
Data yang di himpun untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah.
Adapun data yang akan dikumpulkan dalam pembahasan studi ini adalah
sebagai berikut:
a. Data Primer
1. Data tentang gambaran umum praktik penarikan dana perbaikan
jalan di Desa Pasinan Lemahputih seperti awal mula di
berlakukannya penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan
Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
2. Data tentang prosedur dan pengoperasian penarikan dana
perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik

13 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sulsel: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6
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b. Data Sekunder
Data terkait pemasukan dan pengeluaran dana perbaikan
jalan di Desa Pasinan Lemahputih Dusun Pasinan Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik
Sumber Data
Sumber data adalah suatu subjek dari mana data diperoleh.!4
Sumber data dalam penelitian ini pada dasarnya dibagi menjadi dua
cara, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber penelitian yang datanya
dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan
sumber data atau bisa di sebut dengan wawancara (interview).
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung
kepada beberapa narasumber antara lain:
1) Kepala Dusun Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom
Kabupaten Gresik
2) Sekertaris Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom
Kabupaten Gresik
3) Ibu Inah sebagai penarik dan pengelola dana perbaikan jalan di
Desa Pasinan Lemahputih Dusun Pasinan Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik.

14 Muslich Ansori, Metodologi Penelitian Kuntitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2009),

91
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4) lbu Anis selaku istri dari penarik dana perbaikan jalan di Desa
Pasinan sebelum Ibu Inah.
5) Ketua RT.16 RW.04 Desa Pasinan Lemahputih
KecamatanWringinanom Kabupaten Gresik.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan dari
sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut telah dikumpulkan
oleh pihak lain sebelumnya atau sumber data yang tidak langsung
berkaitan dengan data utama. Sumber data sekunder ini mencakup
dokumen-dokumen seperti peraturan desa yang berkaitan dengan
alokasi dana pemeliharaan jalan desa, pembukuan terkait pemasukan
dan pengeluaran dana perbaikan jalan, kwitansi tanda bukti
pembelian pasir untuk perbaikan jalan desa, rekaman wawancara
dengan Kepala Dusun, Sekertaris Desa, dan pihak pengelola dana
perbaikan jalan desa di Dusun Pasinan, dan bahan kepustakaan
lainnya yang berhubungan dengan masalah praktik penarikan dana

perbaikan jalan menurut hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara Yyang
dipergunakan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara
sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui dokumentasi,
wawancara, observasi, angket dan sebagainya. Dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:
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Teknik Wawancara
Wawancara adalah bentuk tanya jawab yang dilakukan

terhadap seseorang guna untuk mendapatkan keterangan atau
pandangan terkait suatu hal. Dalam teknik wawancara ini terdapat
suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang
merupakan proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang atau lebih
saling berhadap-hadapan secara fisik. Dan untuk mendapatkan data
dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan
beberapa narasumber yaitu Kepala Dusun, Sekertaris Desa dan
pihak yang mengelola dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan
tersebut guna mendapatkan informasi mengenai:

1) Gambaran umum Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik

2) Praktik penarikan dana perbaikan jalan yang diberlakukan bagi
penguna jalan roda empat di desa setempat.

3) Pengalokasian dana desa untuk perbaikan dan pemeliharaan
jalan desa di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik

Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau
catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip,

buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumen yang digunakan
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dalam penelitian ini meliputi peraturan desa yang berkaitan
dengan alokasi dana pemeliharaan jalan desa, pembukuan terkait
pemasukan dan pengeluaran dana perbaikan jalan, kwitansi tanda
bukti pembelian pasir untuk perbaikan jalan desa.
4. Teknik Pengolahan Data
Teknik ini diperlukan agar lebih mudah dalam menganalisis data
yang sudah terkumpul, teknik pengolahan ini terdiri dari:

a. Editing, adalah pemeriksaan data yang telah didapatkan terutama
pemeriksaan dari sisi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan
keterkaitan antara data satu dengan data lainnya.’® Pada tahap ini,
penulis akan melakukan pemeriksaan atau mengedit data yang
diperoleh dari proses pengumpulan data yang sudah penulis
dapatkan mengenai penarikan dana perbaikan jalan di Dusun
Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan akan
digunakan sebagai sumber studi dokumentasi pada penulisan dan
penyusunan bab kedua tentang kajian teori.

b. Organizing, vyaitu suatu proses yang sistematis dalam
pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan
penelitian.’® Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat
memperoleh gambaran tentang penarikan dana perbaikan jalan di
Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten

Gresik sehingga penulis bisa mengatur data dari editing dan

15 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235
18Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 94



19

menyusun bab ketiga, yaitu bab praktik penarikan dana perbaikan
jalan bagi pengguna jalan roda empat di Desa Pasinan Lemahputih
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap
hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-
sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil
lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.!” Teknik ini merupakan
teknik analisis menggunakan teori ke praktik yang diterapkan
penulis dalam penulisan penyusunan penulis pada Bab Keempat
tentang analisis hukum Islam terhadap penarikan dana perbaikan
jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan
Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan prosedur untuk menganalisis data,
teknik-teknik untuk mengintepretasikan hasil-hasil analisis, didukung
oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih mudah,
lebih tepat, dan lebih akurat. Keseluruhan perangkat alat analisis

(hardware dan software) yang digunakan bermanfaat untuk memproses

data menjadi informasi yang sistematikal.*®
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan bertujuan

untuk menganalisis bagaimana praktik penarikan dana perbaikan jalan

bagi pengguna jalan roda empat di Desa Pasinan Lemahputih. Maka

17 Cholid Nurboko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195
18 Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data (Yogyakarta: Penerbit
ANDI, 2018), 193-194
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penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu
bertujuan untuk meneliti dan menggali informasi sebanyak-banyaknya
terhadap suatu kejadian dengan mengelompokkan dan menyeleksi data
yang telah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori
ataupun kaidah hukum dalam kepustakaan sehingga diperoleh jawaban
atas permasalahan yang telah di rumuskan.

Setelah  dianalisis, kesimpulan dapat diperolen dengan
menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari mencari fakta-
fakta yang ada yang bersifat khusus dan kemudian diteliti dan dikaitkan
pemecahan masalah yang bersifat umum.

Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pada pembahasan sistematis dan logis
dalam penyusunan penelitian ini yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap
Penarikan Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih
di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”,
penulis menetapkan sistematika pembahasan dalam tiga bagian yaitu, bagian

awal, bagian utama (inti), dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, persetujuan
pembimbing, pernyataan keaslian bermaterai, lembar pengesahan, abstrak,

kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

Bab Pertama Pendahuluan, diuraikan tentang latar belakang masalah,

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
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penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika

pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori berjudul “ljarah dan Wakalah bil
Ujrah”. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian ijarah,
dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, hak mendapatkan upah, macam-
macam ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah, dan tentang akad wakalah
terkait pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam wakalah,
berakhirnya akad wakalah dan Fatwa DSN-MUI NO: 113/DSN-

MUI/IX/2017.

Bab ketiga adalah laporan objek dengan judul “Praktik Penarikan Dana
Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih di Desa Pasinan
Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”. Merupakan
gambaran umum mengenai Desa Pasinan yang meliputi: keadaan geografis
Desa Pasinan, keadaan penduduk, kegiatan pembangunan; gambaran umum
jalan Dusun Pasinan; awal mula dan perkembangan praktik penarikan dana
perbaikan jalan; dan praktik penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan
bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Bab keempat yaitu “Analisis hukum Islam terhadap Penarikan Dana
Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih di Desa Pasinan
Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”. Dalam bab ini

berisi mengenai analisis dimana penulis akan memaparkan serta menganalisa
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bab ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap mekanisme
penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ditinjau dengan hukum Islam

dan Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017.

Bab kelima berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari skripsi
yang memuat kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang
dilakukan serta merupakan jawaban dari rumusan masalah telah yang
dicantumkan. Bab ini juga disertai dengan saran yang di tujukan kepada

seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini.
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BAB I1
IJARAH DAN WAKALAH BIL UJRAH

ljarah

1.

Pengertian ijarah

jjarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.
Dalam arti yang luas , ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran
manfaat dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu.
ljarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau
menjual jasa perhotelan dan lain-lain.®

Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang
dikemukakan para ulama fikih. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya
dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi’iyah
menjelaskan ijarah adalah akad atas suatu manfaat tertentu , bersifat
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan
tertentu. Malikiyah mengatakan, ijarah adalah perpindahan kepemilikan
manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu
kompensasi tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad al-ijarah bisa
diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam
waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh

pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad ijarah

19 Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam,(Surabaya:Imtiyaz, 2017),187
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terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi
dengan upah dalam waktu tertentu.?

Dengan demikian dapat disimpulkan pula, bahwa ijarah merupakan
suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang
melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh
kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara
keduanya. 2

2. Dasar Hukum ljarah
a. Al-Quran

Dasar hukum mengenai sewa-menyewa dalam hukum Islam
terdapat di dalam ketentuan Alquran surat al-Bagarah ayat 233

sebagai berikut:??

o< oo

£y Spacd, 2T 2ialendy 2K £a6 SIS 3T 2551 O

2 O3lasit d Sl
Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah

bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.?

b. Hadis
Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijarah berdasarkan

hadis yang diriwayatkan oleh lIbnu Abbas ra sebagai berikut:

ST plaedt Ly cxaty g ol Jo (I3 i 5 Tz

2Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122

21 Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam,(Surabaya:Imtiyaz, 2017),187-188

2Z2Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan
Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 70

23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing House,
2011), 36
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Artinya: “Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbasra.
Dia berkata bahwa Nabi Saw. Pernah mengupah seorang tukang
bekam kemudian membayar upahnya”. (HR. Bukhari)?*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk
membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini
juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan
transaksi upah mengupah.?

Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma’ bahwa ijarah
diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.?® Sayyid Sabiq
menambahkan landasan ijma’ sebagai dasar hukum berlakunya
sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal di
syari’atkan ijarah, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama
pun yang membantah kesepakatan ini. Para ulama menyepakati

kebolehan  sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan

kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.?’

3. Rukun dan Syarat ljarah

Rukun jjarah terdiri dari adanya para pihak sebagai subjek hukum

(penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, dan

harus ada ijab dan kabul dari para pihak tersebut.?® Sedangkan syarat sah

ijarah berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek

24 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 11 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50
258ri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 195-

196
#bid., 196

27 Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam,192
BAinul Yagin, Figh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam, (Pamekasan: Duta Media
Publishing, 2018), 57
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sewa (ma’qud alaih), upah/sewa (ujrah), dan zat yang dijadikan sebagai

bahan sewa (nafs al- ‘ugud). Syarat sah ini berkaitan pula dengan

keabsahan akad ijarah.?®

Untuk syarat sahnya ijarah harus terpenuhi unsur-unsur sebagai

berikut:

a.

Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah
mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan
disebut ajir dan musta jir adalah orang yang menerima upah untuk
melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Ajir dan musta jir
telah tamyiz, berakal sehat dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.
musta jir adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang
yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali*°

Adanya kerelaan para pihak (@gid) dalam melakukan perjanjian
sewa-menyewa. Maksudnya bila di dalam perjanjian sewa-menyewa
itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.
Hal ini senada dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa’ ayat

29:

i i 25 0555 N oy 1K S0l i

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara
kamu .....” (QS. An- Nisg :29)3!

ZAndri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah, 117
%Ainul Yagin, Figh Muamalah Kajian Komprehensif , 57
31Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing House,

2011), 84
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Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa ijarah yang
dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang bathil, maka
akad ijarah tersebut tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara
suka sama suka di antara kedua belah pihak.

c. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus
jelas dan transparan

Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam
perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu
tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan.
Suatu kesepakatan dalam akad diharuskan memperhatikan beberapa
hal berikut ini:

1) Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta
kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih
sendiri barang yang hendak disewanya.

2) Harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan
sampai saat berakhirnya.

3) Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat
barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak
artinya bukan kesepakatan di satu pihak.

4) Tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus
berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Karena transaksi ujrah

yang masih samar hukumnya adalah fasid.*?

$2Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam, 194-196
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d. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya
atau mempunyai nilai manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat
dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

e. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan

f. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh
agama

g. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan

disewa dan harga sewa atas barang tersebut.®

h. Sighat atau ljab Kabul. ljab ialah permulaan penjelasan yang keluar

dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya
dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari
pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.* Cara
mengungkapkan ijab kabul dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan,
isyarat, perbuatan, atau cara lain sesuai dengan kondisi zaman yang
pada intinya apa yang dilakukan oleh dua pihak pelaku akad
mencerminkan kerelaan dan kesepakatan di antara keduanya.
Kalimat yang digunakan transaksi seperti perkataan pihak yang
menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan
dengan biaya/upah satu juta rupiah” dan pihak penyewa menjawab
“Saya terima”. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, di dalam

jjarah juga disyaratkan sighat dari pihak penyewa dan pihak yang

BAinul Yagin, Figh Muamalah Kajian Komprehensif , 57
3 Nur Wahid, Multi Akad, 4
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menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukan terhadap
transaksi 7jarah yang dilakukan sebagaimana contoh di atas.®

4. Hak Mendapatkan Upah

Menurut kalangan madzhab Hanafi, upah sewa tidak serta merta bisa
dimiliki pada waktu transaksi ijarah dilakukan. Diperbolehkan
membayar upah sewa di awal atau di akhir, sebagaimana di
perbolenkannya membayar sebagian upah sewa di awal dan membayar
sebagian lagi di akhir pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan dan
perjanjian kedua pelaku transaksi ijarah. Hal ini didasarkan pada sabda
Nabi Saw.,

by L O
Artinya: “Kaum muslimin itu wajib memenuhi syarat-Syarat yang mereka
sepakati” (HR. Al-Bukhari)®

Tetapi jika tidak ada kesepakatan membayar upah di awal atau di
akhir, maka pembayarannya wajib dipenuhi segera setelah pekerjaan
selesai.®’

Ujrah di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung
dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal ‘seratus
ribu rupiah’. Adapun manfaat ujrah adalah:

a. Barang yang disewakan harus mutagawwam (bernilai secara syariat),
maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa,

manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.

$Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam,195-196

36 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 11, 106

S7Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2013), 806-807
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Ujrah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan di awal
akad. Karena ujrah merupakan pembayaran atas nilai suatu manfaat,
sehingga berapapun nilainya tersebut harus diketahui dengan jelas.®
Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan,
sehingga mencegah terjadinya perselisahan,jika manfaat itu tidak
jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena
ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga
tidak tercapai maksud akad tersebut.*®

Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’,

Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan

kegunaannya menurut kriteria, dan realita.*

5. Macam-Macam ljarah

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fikih membagi akad ijarah

kepada dua macam:

a.

ljarah bil ‘amal, yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/ jasa.
ljarah yang bersifat pekerjaan/ jasa ialah dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.
Menurut para ulama fikih, ijarah jenis ini hukumnya dibolehkan
apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang
jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. ljarah seperti ini terbagi

kepada dua yaitu:

% Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Figh Muamalat (Semarang: As-Syifa’,

1990), 231

% Tbnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figih Mazhab Syafi’i (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139
40Gri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer,196
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1) ljarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu
rumah tangga

2) ljarah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok
orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak,
seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

b. ljarah bil manfa’ah, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat.

ljarah yang bersifat manfaat contohnya adalah:

1) Sewa- menyewa rumah

2) Sewa-menyewa toko

3) Sewa-menyewa kendaraan

4) Sewa-menyewa pakaian

5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain*!

6. Hal yang Membatalkan Akad ljarah

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa’iu  ash-Shanaa’iu,
menyatakan bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:
a. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan

terbakar atau kendaraan yang disewa hilang
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka

orang tersebut berhak menerima upahnya.

c. Wafatnya salah seorang yang berakad

41 Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam,198
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d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang

disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad

ijarahnya batal.*?

B. Wakalah
1. Definisi

Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti

menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah

pekerjaan wakil.**Kata wakalah atau wikalah, menurut bahasa adalah

penyerahan dan penjagaan. Misalnya saya mengangkat si fulan sebagai

penjaga, dan saya menyerahkan urusan kepadanya. Menurut istilah

syar’l, wakalah adalah seseorang mengangkat orang lain sebagai

pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terkait.**

Wakalah menurut istilah para ulama didefinisikan sebagai berikut :

a. Golongan Malikiyah:

or :jg/ :/éj W e 800 8 4/ o\ o, °
4 f ;2" L% O upw(m.‘}g)u@g J

i

Artinya: “Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain

dalam hak (kewajiban)"

b. Golongan Syafi’iyah:

Artinya: “Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang
kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan

pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi ia masih hidup”

42Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2010), 283

43 Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 182

“Hasbiyallah, Sudah Syar’ikah Mauamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Figih

Muamalah, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2014) , 96
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c. Golongan Hambali:
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Artinya: “Permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat
penggantian hak Allah dan hak manusia”*

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang di
maksud wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain
untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama
yang mewakilkan masih hidup.*®

2. Dasar Hukum
a. Al-Quran

Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah

SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

2 GasnlpEgIe T 18 2a e G gishile (3 SiG
STl azadl ) s v,<3)y HWEEHE ViiJL; v*“ gs
\.,b-\rng Y} M;w@)f (,QUJJL;UJ&

Artinya: “dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar
mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah
salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu
berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari
atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih
mengetahui berapalamanya kamu berada (di sini). Maka
suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat
manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia

4Gri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, 181-182
4 Wahab Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani Daru Fikir, 2011), 592-
593
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membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku
lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun.” (QS Al-Kahfi : 19)*

Dalam hal muamalah maka ayat tersebut di atas membicarakan
tentang perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil
manakala manusia mengalami kondisi tertentu dalam mengakses
atau melakukan transaki yaitu dengan jalan wakalah, menetapkan
pekerjaan wakil berupa perginya ia kepada tempat dimana barang
tersebut berada (kota), dikenalkannya alat pertukaran transaksi yaitu
wariqg atau uang perak dan ketentuan (sighat) terhadap barang yang
akan diadakan.*8
Hadis
f .

/5/} o7
) OLQ.‘.L.»' Lfc)

z

b Ss g il o sles e o 601

~
9/ 0% o <o

ol Ji'é"/o.,d-b}.ﬁj cu)L:L\ w@” A E&AT CJL@Y\

Artinya: “Dan dari Sulaiman bin Yasir: Bahwa Nabi SAW,
mengutus Abu Rafi’, hamba yang pernah dimerdekakannya dan
seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi
dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (nabi saw) di
Madinah sebelum keluar (ke Migat Dzil Khulaifah).” (HR. Malik)*®

iy e \L;L.pw‘)”fg,;;:;\ JB A & 25 L;,\;L,J\m d‘u‘
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47 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing House,

2011), 296

48Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, 182
49Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim,
(Surakarta: Insan Kamil, 2008), 669
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Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa’idi ra., ia berkata:
Rasulullah saw. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd
bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat
dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah
memeriksanya.” (HR. Al-Bukhar?)>°

c. Iima’

Para ulama telah sepakat tentang kebolehan wakalah, di
samping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya, karena
seseorang terkadang tidak mampu melaksanakan  semua
keperluannya. Oleh karena itu, wakalah ini dibolehkan karena
merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan
ketakwaan.®! Para imam madhab sepakat bahwa perwakilan dalam
akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang
lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-
rukunnya. Tiap-tiap hal yang boleh dilakukan penggantian, yang
dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan,
pembayawan utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka
sah memberi wakalah. Segala hal yang tidak boleh digantikan oleh
orang lain, seperti shalat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan.

3. Rukun dan Syarat
Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun wakalah yaitu : pihak

pemberi kuasa (muwakkil), pihak penerima kuasa (wakil), objek yang
dikuasakan dan ijab kabul (sighat). Keempatnya dijelaskan sebagai

berikut:

50 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 11, 112
51 Wahab Az-Zuhaili,Figih Islam Wa Adillatuhu, 595
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a. Orang yang Mewakilkan (Muwakkil)

1) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan
memiliki hak untuk bertasharruf (pengelolaan) pada bidang-
bidang yang di delegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan
sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang di kuasakannya,
disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap
bertindak atau mukalaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu
masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh
seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi’i anak-anak
yang sudah mumayiz tidak berhak memberikan kuasa atau
mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun
mazhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang
anak yang sudah mumayiz pada bidang-bidang yang akan dapat
mendatangkan manfaat baginya.>2

b. Orang yang di Wakilkan (Wakil)

1) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu
aturan- aturan yang mengatur proses akad wakalah ini sehingga
cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yng
diwakilkan.

2) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan

untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi

528ri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, 186-187



37

kuasa. Hal ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin
sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.
c. Objek Wakalah (Maqiid ‘alaih)

1) Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain,
seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang
berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.

2) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan
sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh
menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti
membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.

3) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga
objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila

melanggar syariah Islam.>
d. Sighat

1) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan
penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini,
proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad
wakalah ini.

2) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa

kepada penerima kuasa

%3Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, 186
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3) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan
untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan
tertentu.

4. Macam-Macam Wakalah

Ada beberapa jenis wakalah, antara lain:

a. Wakalah al-murhlagah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa
batasan waktu dan untuk segala urusan.Misalnya, juallah mobil ini
tanpa menyebutkan harga yang diinginkan atau mekanisme cara
pembayarannya. Menurut Abu Hanafiah, diri wakil memiliki
kewenangan mutlak untuk menjual mobil, baik harganya lebih besar
atau kecil. Wakil tetap dalam kemutlakannya selama tidak ditemukan
bukti, dalil, atau indikasi yang membatasi kewenangannya.

b. Wakalah al-mugayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak
atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Misalnya, juallah mobil
ini seharga 100 juta jika dikontan, dan 150 juta jika dikredit. Dalam
hal ini, si wakil hanya bisa melaksanakan perwakilan sebatas
persyaratan yang diberikan si muwakkil.>*

Macam-macam wakalah juga dapat dibedakan menjadi:

a. Al-Wakalah al-khasshah adalah akad pendelegasian wewenang
untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan bersifat spesifik.
Artinya, objek wakalah yang dilakukan dijelaskan dengan

spesifik tertentu. Seperti membeli mobil Avanza tipe Veloz

SWasilatur Rohmaniyah, Figih Muamalah Kontemporer (Pamekasan: Duta Media Publishing,
2019), 121
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Tahun 2016, atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus
tertentu dan lain-lain.

b. Al-wakalah al-‘ammah adalah akad wakalah dimana prosesi
pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa ada spesifikasi
tertentu. Artinya, objek wakalah tersebut meliputi segala aktivitas
yang menjadi tanggung jawab si muwakkil.>

5. Berakhirnya Akad Wakalah
Para ahli fikih sepakat bahwa akad wakalah tanpa upah adalah akad

yang tidak mengikat bagi kedua pelaku akad. Dari pihak muwakkil
misalnya, terkadang dia melihat adanya maslahat untuk menghentikan
pekerjaan yang diwakilkan, atau mewakilkan kepada orang yang lainnya.
Dari pihak wakil sendiri, terkadang dia tidak bisa terus-menerus
mengerjakan apa yang diwakilkan. Sehingga, jika akad itu mengikat
dapat merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini, maka masing-
masing pihak yang melakukan akad wakalah mempunyai hak untuk
berhenti dan mundur dari akad wakalah tersebut kapan saja dia mau, dan
ketika itu akad wakalah pun berakhir. Adapun akad wakalah dengan
upahseperti ijarah (penyewaan orang), yaitu dengan ditentukannya waktu
dan pekerjaannya, seperti untuk melakukan transaksi jual beli dan
sebagai makelar maka akad itu adalah mengikat menurut Mazhab Hanafi
dan juga menurut pendapat yang terkenal dalam Mazhab Maliki. Namun

menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, akad tersebut tidak mengikat.

5Harun, Figh Muamalah, 222
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Akad wakalah ini berakhir karena banyak hal antara lain:

1. Muwakkil memberhentikan wakilnya

2. Muwakkil melakukan sendiri perkara yang diwakilkan

3. Selesai tujuan dari akad wakalah

4. Muwakkil atau wakil kehilangan kecakapan untuk melakukan
tindakan hukum

5. Muwakkil pindah ke darul harb dalam keadaan murtad

6. Muwakkil menghentikan wakil atau wakil mundur dari akad wakalah

7. Rusak atau hilangnya objek wakalah karena tindakan yang
diwakilkan terhadapnya

8. Berakhirnya masa wakalah®®

%6 Wahab Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu,639-645
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6. Fatwa DSN-MUI NO:113/DSN-MUI/IX/2017

a. Pengertian
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:113/DSN-MUI/1X/2017

yang di maksud dengan Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa

dari muwakkil (JSs&) kepada wakil (JS¥') untuk melakukan

perbuatan hukum tertentu sedangkan, Akad wakalah bil ujrah adalah

akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee).

Ada beberapa istilah pada Fatwa DSN-MUI NO:113/DSN-
MUI/IX/2017 terkait akad wakalah bil ujrah yang  harus
didefinisikan lebih rinci antara lain:

1) Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa
orang maupun yang di persamakan dengan orang, baik berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum.

2) Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang
maupun yang di persamakan dengan orang, baik berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum.

3) Ujrah adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang
dilakukan oleh wakil.

4) Al-ta'addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya
tidak dilakukan.

5) Al-tagshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang

seharusnya dilakukan.
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6) Mukhalafat al-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi

atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Ketentuan

Akad wakalah bil ujrah boleh dilakukan dengan tunduk dan

patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Sedangkan ketentuan lain terkait wakalah bil ujrah antara lain:

1)

2)

Ketentuan terkait Shighat

a)

b)

Akad wakalah bil ujrah harus dinyatakan secara tegas dan
jelas serta di mengerti baik oleh wakil maupun muwakkil.

Akad wakalah bil ujrah boleh dilakukan secara lisan,
tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat
dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil

a)

b)

Muwakkil dan wakil boleh berupa orang atau yang di
persamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan
kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat

ashliyyah maupun niyabiyyah.
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Muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar
ujrah.
Wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan

perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Ketentuan terkait Objek Wakalah

a)

b)

Wakalah bil ujrah hanya boieh dilakukan terhadap kegiatan
atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

Objek wakalah bil ujrah harus berupa pekerjaan atau
perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh
wakil dan muwakkil.

Objek wakalah bil ujrah harus dapat dilaksanakan oleh
wakil.

Akad wakalah bil ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.
Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa
yang diterimanya, kecuali tidak di izinkan oleh muwakkil
(pemberi kuasa).

Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang
timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena

al-ta'addi, al-tagshir, atau mukhalafat al-syuruth.

Ketentuan terkait Ujrah

a)

Ujrah Dboleh berupa uang atau barang yang boleh
dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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b) Kuantitas dan/atau kualitas Ujrah harus jelas, baik berupa
angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang
disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan
akad.

c) Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan
tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku

d) Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas
manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai

kesepakatan®’

>’Fatwa DSN-MUI NO:113/DSN-MUI/1X/2017 terkait Akad Wakalah Bil Ujrah
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PRAKTIK PENARIKAN DANA PERBAIKAN JALAN BAGI PENGGUNA
JALAN RODA EMPAT ATAU LEBIH DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

Gambaran Umum Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom

Kabupaten Gresik

Pelaksanaan praktik penarikan dana perbaikan jalan ini berada di Desa

Pasinan Lemahputih tepatnya di Dusun Pasinan RT.16 RW.04 Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik sehingga penulis memberikan gambaran

mengenai profil Desa Pasinan Lemahputih secara umum.

1. Keadaan Geografis Desa Pasinan

Desa Pasinan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 311,275 ha dengan

status tanah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Status Tanah Desa Pasinan Lemahputih
Status Tanah 311,275 Ha
Tanah Kas Desa 16,20 Ha
Tanah Sawah Dan Ladang 110,25 Ha
Tanah Pekarangan 129,14 Ha
Tanah Industri 39,5 Ha
Tanah Kuburan 15Ha
Tanah Lapangan 8.000 M2

Sedangkan batas wilayah administratif Desa Pasinan adalah sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangandong Driyorejo

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo Sidoarjo

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumengko/ Wates Tanjung
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d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Krikilan Driyorejo

2. Keadaan Penduduk

Desa Pasinan terdiri dari empat dusun yaitu:

Tabel 3.2
Pembagian Dusun di Desa Pasinan Lemahputih
Dusun RT/ RW
Pasinan RW.03 membawahi RT.10, RT.11, RT.12, RT.13,

RT.14, RT.14A dan RW.04 membawahi RT.16,
RT.18, RT.19, RT.19A

Mrunggi RW.04 membawahi RT.15, RT.17

Sidokandeg RW.01 membawahi RT.1, RT.1A

Lemah Putih RW.01 membawahi RT.2, RT.3, RT.4 dan RW.02
membawahi RT.5, RT.6, RT.6A, RT.7, RT.8,
RT.9

Data di atas menerangkan bahwa di Desa Pasinan Lemahputihini
terdapat empat RW yakni RW 01 sampai dengan RW 04 dan 24 RT
seperti yang tercantum dalam tabel. Dusun Pasinan merupakan dusun yang
paling luas di antara dusun yang lainnya dengan dua Rukun Warga (RW)
yaitu RW.03 dan RW.04 dan dengan sepuluh Rukun Tetangga yaitu
RT.10, RT.11, RT.12, RT.13, RT.14, RT.14A, RT.16, RT.18, RT.19, dan
RT.19A.%8

Jumlah penduduk Desa Pasinan Lemahputih sebanyak 6030 orang
dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 3019 orang dan penduduk
perempuan sebanyak 3011 orang. Desa Pasinan Lemahputih juga terdiri
dari 1890 KK dan sebagian besar penduduk Desa Pasinan

Lemahputihadalah karyawan swasta dengan perincian sebagai berikut:

%8 Profil Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, 2020
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Tabel 3.3

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pasinan
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Jenis Pekerjaan Jumlah
ABRI 20 orang
PNS 35 orang
Petani 210 orang
BuruhTani 135 orang
Pedagang 160 orang
Pengusaha 30 orang
Tukang 35 orang
Karyawan Swasta 2110 orang (35 %)
Pensiunan 45 orang

Mayoritas mata pencaharian dari warga Desa Pasinan Lemahputih

adalah karyawan swasta dengan persentase 35 persen dari keseluruhan

jenis pekerjaan di Desa Pasinan Lemahputih. Karyawan swasta ini

sebagian besar adalah bekerja menjadi buruh pabrik karena hal ini tak

lepas dari faktor lokasi Desa Pasinan Lemahputih yang berada di wilayah

Kecamatan Wringinanom yang merupakan kawasan industri. Mulai dari

industri bahan bangunan (moulding), furnitur, alat pertanian maupun

industri tekstil. Hal ini mengakibatkan banyaknya pula kendaraan yang

mengangkut bahan baku untuk industri-industri yang ada di sekitar

Kecamatan Wringinanom.>®

Kegiatan Pembangunan

Kegiatan pembangunan yang sudah terealisasi di Desa Pasinan

Lemahputih pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:®°

% 1bid.
% 1bid.
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Tabel 3.4
Realisasi Pembangunan di Desa Pasinan Tahun 2020
NO | SUMBER NAMA BESAR SWAD | KET.
DANA KEGIATAN/ DANA AYA
PROYEK (Rp) (Rp)
1 BK APBD | Pemavingan jalan | 100.000.000 | - RT.9
lingkungan RW.2
2 PAK Pembangunan TPT | 160.000.000 | - RT.9
RW.2
3 PAK Pembangunan TPT | 100.000.000 | - RT.13
RW.3
4 BK APBD | Rehab Balai RW 80.000.000 | - RT.3
RW.1
5 BHPR Pemavingan jalan | 50.000.000 | - RT.16
lingkungan RW.04
6 Pusat Pembangunan 250.000.000 | - RT.01
PUPR dan | tendon RW.01
DD PAMSIMAS dan
pemasangan  pipa
PAMSIMAS

Gambaran Umum Jalan Dusun Pasinan

Gambar 3.1

Batas Jalan Desa Sebelah Timur

Gambar 3.2

Batas Jalan Desa Sebelah Barat
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Jalan Dusun Pasinan yang diberlakukan portalan guna penarikan dana
perbaikan jalan ini memiliki panjang 200 m dengan lebar ujung dan pangkal
jalan yang tidak sama, dengan kisarah lebar ujung jalan 4,5 meter dan
pangkal jalan selebar 4 meter. Gambaran umum lokasi Jalan Desa Pasinan ini

jika dilihat dari geografisnya berada diantara:

Sebelah Utara : Pemukiman warga Dusun Pasinan
Sebelah Selatan : Sungai Kalimas

Sebelah Timur : Jalan Raya Legundi

Sebelah Barat : Penambangan Desa Pasinan Lemahputih

Untuk status jalan desa awal mulanya merupakan tanah irigasi milik
pemerintah, sesuai dengan batas jalan desa sebelah selatan yang berbatasan
langsung dengan Sungai Kalimas. Kemudian lambat laun tanah irigasi ini
dijadikan sebagai jalan setapak.®’ Karena jalan desa berbatasan langsung
dengan Jalan Raya Legundi maka secara tidak langsung jalan desa ini
menjadi ramai dilewati pengendara baik roda dua maupun pengendara roda
empat. Pengguna jalan desa tidak hanya berasal dari warga setempat tetapi
juga daripengguna jalan Raya Legundi yang mencari jalan alternatif guna
menghindari kemacetan dan pemberlakuan jam buka tutup jalan raya khusus
kendaraan roda empat.

Pada tahun 2019 jalan desa Pasinan yang masih berupa jalan setapak ini
diadakan pemasangan paving sepanjang 50 meter. Di adakannya pemavingan

ini juga dikarenakan adanya unsur kampanye untuk pencalonan Kepala Desa

61Bapak Nayudi selaku Kepala Dusun Pasinan, Wawancara, Kantor Sekertaris Desa, 4 November

2020
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periode tahun 2019. Selebihnya jalan desa yang tidak mendapat perbaikan
masih berupa jalan setapak yang banyak lubang dan tergenang air.

Kemudian di tahun 2020 tepatnya di bulan Desember, jalan desa di
Dusun Pasinan mendapat perbaikan lagi berupa pemavingan yang dananya
berasal dari alokasi dana desa khusus untuk pemeliharaan fasilitas umum
yang didalamnya mencakup jalan desa dengan dana sebesar Rp 50.000.000.52
Namun pembangunan jalan desa ini juga tidak menyeluruh, masih ada
sebagian jalan desa yang belum mendapat perbaikan hingga sekarang.

C. Awal Mula dan Perkembangan Penarikan Dana Perbaikan Jalan di Desa
Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Pemberlakuan penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan di mulai
pada tanggal 26 Juli 2015 yang pada saat itu bertepatan dengan adanya
perbaikan Jalan Raya Legundi dan mengakibatkan penutupan jalan raya
selama 28 hari. Jalan Raya Legundi merupakan jalan provinsi yang
menghubungkan Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Mojokerto dan
Kabupaten Sidoarjo. Wilayah Legundi dan sekitarnya terdapat banyak
industri besar dan kecil, sehingga jalur ini menjadi perlintasan rutin untuk
truk dan trailler antar Kabupaten atau Kota.%3

Karena adanya penutupan jalan tersebut, maka pengendara yang akan
menuju Kecamatan Wringinanom dan seharusnya melintas di Jalan Raya
Legundi diminta untuk mencari jalan alternatif lainnya. Karena lokasi jalan

desa berbatasan langsung dengan Jalan Raya Legundi, maka pengguna jalan

&2Profil Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, 2020
83K ominfo Jatim, “Jalan Raya Legundi-Krikilan Bakal Dibeton 300 Meter”,

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/40702, di akses pada 5 Februari 2021
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raya yang akan menuju Kecamatan Wringinanom memilih untuk melewati
jalan desa Pasinan Lemahputih sebagai jalan alternatif sementara selama
adanya penutupan jalan.%

Adanya penutupan Jalan Raya Legundi yang berlangsung hampir satu
bulan ini mengakibatkan jalan desa Pasinan Lemahputih setiap harinya ramai
kendaraanberlalu lalang mulai dari sepeda motor, mobil, hingga truk-truk
besar. Bahkan tak jarang, jalan desa ini menjadi macet menjelang pukul 15.00
WIB ke atas. Untuk mengantisipasi kemacetan di jalan Desa Pasinan
Lemahputih ini, maka pemuda karang taruna desa setempat harus turun
tangan membantu mengatur lalu lintas jalan desa tersebut. Sebagai imbalan
atas jasanya, pemuda karang taruna meminta sumbangan sukarela kepada
pengguna jalan yang melintas di jalan desa.

Akibat dari penggunaan jalan desa sebagai jalan alternatif, menyebabkan
jalan desa menjadi rusak parah, terlebih jalan desa pada saat itumasih
merupakan jalan setapak dan belum tersentuh aspal ataupun paving.
Penarikan sumbangan yang awalnya diberikan sepenuhnya untuk membayar
jasa dari pemuda karang taruna ini kemudian disisihkan sebagian untuk dana
perbaikan jalan. Pada saat itu dana perbaikan jalan masih belum ada rekap
pembukuan dan pemberlakuan tarif tetap.

Kemudian di tahun 2017 diadakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan
warga dan Ketua RT setempat dengan tujuan membahas terkait

keberlangsungan penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih

®4Suara Surabaya, “Perbaikan Jalan Legundi Arah Bypass Krian Ditutup 28 Hari?”,
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2015/Perbaikan-Jalan-Legundi-Arah-Bypass-Krian-
Ditutup-28-Hari/?, diakses pada 5 Februari 2021



https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2015/Perbaikan-Jalan-Legundi-Arah-Bypass-Krian-Ditutup-28-Hari/
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2015/Perbaikan-Jalan-Legundi-Arah-Bypass-Krian-Ditutup-28-Hari/
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Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Hal ini didasari karena dana
perbaikan jalan sangat bisa diandalkan untuk memperbaiki jalan dengan
kerusakan ringan. Hasil dari kesepakatan rapat tersebut adalah dengan tetap
memberlakukan penarikan dana guna perbaikan jalan namun dengan
menambahkan portal jalan yang berupa tiang besi setinggi 1,5 meter yang
tertanam di tengah jalan desa dan bersifat semi permanen.®

Gambar 3.3
Portal Jalan Desa di Dusun Pasinan

Awal pemberlakuan portal untuk penarikan dana perbaikan jalan ini
diserahkan kepada salah seorang warga yang bernama Agus Sujarwoko (54).
Penyerahan wewenang ini diberikan selain karena Agus dianggap mampu
mengemban amanah juga karena rumahnya yang dekat dengan lokasi
penarikan. Terlebih lagi, Agus hanya bekerja sebagai serabutan dan
mengandalkan toko yang dikelola oleh keluarganya yang berlokasi di depan
rumahnya untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sehingga dengan ini
Agus mempunyai banyak waktu luang untuk sekedar diberikan amanah dalam

mengelola dan menjalankan penarikan dana perbaikan jalan di Dusun

®Bapak Nayudi selaku Kepala Dusun Pasinan, Wawancara, Kantor Sekertaris Desa, 4 November

2020
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Pasinan. Juga diharapkan upah yang didapatkan dari dana perbaikan jalan
bisa menambah pendapatan Agus.

Pemberian wewenang ini merupakan perjanjian lisan yang dilakukan
antara Kepala Dusun Pasinan Nayudi (45) dengan Agus. Dalam perjanjian,
tugas dari Agus adalah bertanggung jawab atas berjalannya penarikan dana
perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih sekaligus penggunaan
dananya.®®

Awal pemberlakuan portalan ini berjalan dengan semestinya dan sesuai
dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Namun setelah
penarikan dana perbaikan jalan berlangsung kurang lebih satu tahun,
seringkali Agus tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Agus jarang
menjaga portal sehingga tidak ada penarikan dana untuk perbaikan jalan.
Akibatnya uang yang terkumpul hanya sedikit dan tidak mencukupi untuk
dilakukan perbaikan jalan desa.®’ Belum lagi karena alasan sibuk bekerja,
terkait pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana perbaikan jalan menjadi
tidak jelas dan rancu. Kemudian kewenangan penarikan dan pengelolaan dana
perbaikan jalan digantikan oleh istrinya bernama Anis (50). Tetapi Anis
sendiri juga mempunyai kesibukan mengajar mengaji sehingga penarikan
juga tidak bisa berjalan maksimal. Hingga pada tahun bulan April tahun
2020, Anis merasa tidak sanggup dan sadar bahwa tidak mampu untuk
melakukan penarikan dan kemudian segala wewenang yang sebelumnya

diberikan kepada suaminya tersebut diserhakan kembali kepada Nayudi

Anis, Wawancara, Kediaman Ibu Anis, 23 Januari 2021
6’Nayudi selaku Kepala Dusun Pasinan, Wawancara, Kantor Sekertaris Desa, 4 November 2020
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selaku Kepala Dusun Pasinan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Nayudi
meminta salah seorang tetangganya untuk menggantikan Agus dalam
mengelola dan melakukan penarikan dana perbaikan jalan ini, namun
tawarannya ditolak dengan alasan kesibukan yang tidak bisa diabaikan begitu
saja. Akibatnya praktik penarikan dana perbaikan jalan sempat terhenti.

Kemudian selang beberapa minggu setelah penarikan sempat terhenti,
Nayudi menyuruh Inah (47) untuk bertanggungjawab terhadap penarikan
dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan. Terlebih karena Inah masih kerabat
dari Nayudi, rumah Inah hanya berjarak beberapa meter dari lokasi
pemortalan sehingga akan lebih memudahkan untuk melakukan penarikan.
Ketika tanggung jawab penarikan dana ini dipegang oleh Inah, penarikan
dana untuk perbaikan jalan berjalan dengan semestinya. Pencatatan keuangan
pun dicatat setiap harinya dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala
Dusun setiap bulannya. Penarikan dana perbaikan jalan ini kemudian
berlangsung hingga sekarang dengan dikelola oleh Inah beserta
keluarganya.5®

D. Praktik Penarikan Dana Perbaikan Jalan di Desa Pasinan Lemahputih
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Untuk mekanisme pelaksanaan penarikan dana perbaikan jalan yaitu:
Pertama-tama saat jalan ditutup dengan portal maka penarik dana akan
menjaga di gardu yang sudah disediakan di samping lokasi portalan.
Kemudian apabila ada pengguna jalan roda empat yang hendak melintas,

penarik mengambil tiang besi yang dijadikan portal terlebih dahulu dan

%8bu Inah, Wawancara, Kediaman Ibu Inah, 4 November 2020.
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selanjutnya pengendara diharuskan membayar uang sebesar Rp 2000 kepada
penarik untuk kemudian diberikan akses melewati jalan desa tersebut. Namun
seringkali pengguna jalan tidak memberikan uang sesuai dengan tarif yang
diberlakukan. Terkadang pengguna jalan hanya membayar separuh dari tarif
yang diberlakukan, terkadang hanya membayar Rp 500 atau Rp 1000 dan ada
pula yang setelah dibukakan portalnya pengendara langsung saja lewat tanpa
mau membayar.®°

Kegiatan portal jalan ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan
Sabtu dan beroperasi pada pukul 07.00 WIB, kemudian pukul 12.00 WIB
portal dibuka kembali untuk istirahat, lalu jalan di portal kembali pukul 14.00
WIB sampai pukul 17.00 WIB. Alasan melakukan portal jalan pada jam
operasional tersebut adalah karena di jam-jam tersebut truk-truk yang hendak
ke pabrik tidak boleh mengakses jalan Raya Legundi, sehingga banyak
kendaraan roda empat yang melewati jalan desa ini. Terkadang apabila
penarik ada kesibukan dan tidak memungkinkan untuk melakukan penarikan,
maka jalan tidak di portal sehingga tidak ada aktivitas penarikan dan
pengguna jalan bisa bebas mengakses jalan.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun selaku pihak yang
bertanggungjawab terhadap pemberlakuan portalan ini, terkait perizinan dari
penarikan dana perbaikan jalan tersebut dari awal pemberlakuan hingga
sekarang, belum ada permintaan izin baik lisan maupun tertulis dari Kepala

Dusun Pasinan dengan Kepala Desa Pasinan Lemahputih dengan di

% |pu Inah, Wawancara, Kediaman Ibu Inah, 4 November 2020.
70 |pid.
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karenakan baru saja terdapat pergantian Kepala Desa di Desa Pasinan
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Akan tetapi Kepala Desa
Pasinan Lemahputih tidak merasa keberatan karena terkadang Kepala Desa
Pasinan Lemahputih juga ikut mengakses jalan desa ini.”

Penggunaan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik terkait dengan  pembagian upah dan
pemasukan kas untuk perbaikan jalan berdasarkan perjanjian awal yaitu,
separuh hasil penarikan dalam sehari dimasukkan kas dan separuh lagi untuk
mengupah Inah sebagai penarik sekaligus pengelola dana perbaikan jalan ini.
Misalkan dalam satu hari dana perbaikan jalan yang terkumpul sebesar Rp
20.000, maka Rp 10.000 dimasukkan untuk kas guna perbaikan jalan dan
sisanya untuk upah penarik.”” Namun selama penarikan berlangsung,
terkadang Inah tidak mengambil upah separuh dari hasil penarikan per hari
yang seharusnya menjadi hak dari Inah. Misalkan penghasilan selama satu
hari hanya mendapat sedikit, maka Inah hanya mengambil sepertiga dari total
penarikan per harinya.

Kemudian di tiap bulannya uang pernarikan yang terkumpul dilaporkan
kepada Kepala Dusun. Apabila uang penarikan sudah cukup untuk dibelikan
pasir guna penggurukan jalan yang sudah mulai terlihat kerusakannya, maka
oleh Inah dipesankan pasir satu truk untuk satu kali perbaikan jalan.
Terkadang pemesanan pasir juga diserahkan kepada Kepala Dusun untuk

kemudian dibelikan pasir sesuai dengan kebutuhan perbaikan jalan. Dalam

1 Bapak Nayudi selaku Kepala Dusun Pasinan, Wawancara, Kantor Sekertaris Desa, 4 November

2020

2Ibid.
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pembelian material untuk perbaikan jalan oleh Kepala Dusun ini tidak ada
pengambilan keutungan dan Kketentuan pasti terkait kewenangan untuk
pembelian material guna perbaikan jalan desa yang rusak.”®> Namun dana
perbaikan jalan ini juga tidak serta merta untuk perbaikan jalan tetapi juga
untuk perbaikan lampu jalan, sumbangan, dan konsumsi kerja bakti.
Perbaikan lampu jalan meliputi penggantian lampu yang sudah mati, fitting
lampu ataupun sambungan kabel dari lampu yang sudah rusak dan perlu
diganti.

Pada tanggal 22 November 2021 setoran dan laporan untuk dana
perbaikan jalan yang semula merupakan kewenangan dari Kepala Dusun di
pindah tangankan kepada Eko Prasetyo (40) selaku Ketua RT 16 yang
menjabat saat ini, karena memang lokasi portalan tersebut berada di wilayah
RT 16.

Berikut merupakan pembukuan dana perbaikan jalan yang telah di
kumpulkan:

1. Rekap pemasukan dana perbaikan jalan yang di pegang oleh Inah™

Tabel 3.5
Rekap Pemasukan Dana Perbaikan Dana oleh Inah

Tanggal Pemasukan
Mei 2020 Rp 990.000
Juni 2020 Rp1.009.000
Juli 2020 Rp 1.006.000
Agustus 2020 Rp 1.050.000
September 2020 Rp 572.000
Oktober 2020 Rp 600.000
November 2020 Rp 520.000
Desember 2020 Rp 458.000
Januari 2021 (1-20 Januari 2021) Rp 158.000

3 1bu Inah, Wawancara, Kediaman Inah, 4 November 2020.
74 Pembukuan Dana Perbaikan Jalan Milik Inah, 2020-2021
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TOTAL

| Rp 6.363.000

Berdasarkan rekap pemasukan dana perbaikan jalan milik Inah,

dapat diketahui bahwa Inah mulai mengambil alih wewenang untuk

melakukan penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun

Pasinan pada bulan Mei 2020. Dengan total per bulan Mei 2020 sampai

20 Januari 2020 sebesar Rp 6.363.000. Dana perbaikan jalan ini

merupakan dana bersih yang sudah dipotong dengan upah Inah sebagai

penarik dan pengelola dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan.

2. Rekap pemasukan dan setoran dari Agus”
Tabel 3.6

Rekap Pemasukan dan Setoran oleh Agus

NO TANGGAL KETERANGAN JUMLAH
SETOR
. Uang portal tanggal 4 Juli 2018-

1 14 Juli 2018 O 4 2018 Rp 306.000

. Uang portal tanggal 15 Juli 2018-
2 21 Juli 2018 O o013 Rp 157.000

. Uang portal tanggal 22 Juli 2018-
3 29 Juli 2018 o Ul 2018 Rp 151.000

Uang portal tanggal 30 Juli 2018-
4 | 5Agustus 2018 gp 5 Aguggs 2013 Rp 144.000
5 12 Agustus 2018 Uang portal Rp 143.000
6 18 Agustus 2018 Uang portal Rp 104.000
7 25 Agustus 2018 Uang portal Rp 122.000
8 1 September 2018 Uang portal Rp 140.000
9 | 9 September 2018 Uang portal Rp 163.000
10 | 15 September 2018 Uang portal Rp 129.000
11 | 22 September 2018 Uang portal Rp 145.000
12 | 30 September 2018 Uang portal Rp 163.000
13 8 Oktober 2018 Uang portal Rp 159.000
14 13 Oktober 2018 Uang portal Rp 143.000
15 27 Oktober 2018 Uang portal Rp 218.000
16 | 11 November 2018 Uang portal Rp 208.000
17 | 25 November 2018 Uang portal Rp 199.000
18 | 8 Desember 2018 Uang portal Rp 175.000
19 | 22 Desember 2018 Uang portal Rp 360.000

SPembukuan Pemasukan Dana Perbaikan Jalan milik Agus, 2018-2020
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20 5 Januari 2019 Uang portal Rp 174.000
21 19 Januari 2019 Uang portal Rp 257.000
22 2 Februari 2019 Uang portal Rp 236.000
23 | 18 Februari 2019 Uang portal Rp 295.000
24 | 30 Desember 2018 Terima uang dari pak modin Rp 100.000
25 S J:ggjzjrérZi%ngﬂ Uang portal Rp 962.000
26 2 Maret 2019 Uang portal Rp 412.000
27 | ZMaLIS 2 i Rp1.757.000
28 16 Maret 2019 Uang portal Rp 394.000
29 | 22 Maret 2019-22 i Rp 2.053.000
30 30 Maret 2019 Uang portal Rp 354.000
31 13 April 2019 Uang portal Rp 352.000
32 25 April 2019 Uang portal Rp 245.000
33 22 Mei 2019 Uang portal Rp 296.000
34 6 Juli 2019 Uang portal Rp 240.000
35 21 Juli 2019 Uang portal Rp 297.000
36 | 2 September 2019 Saldo bulan lalu Rp 1.987.000
37 - - Rp 537.000
38 7 Oktober 2019 Uang portal Rp 202.000
39 19 Oktober 2019 Uang portal Rp 174.000
40 | 2 November 2019 Uang portal Rp 252.000
41 | 19 November 2019 Uang portal Rp 280.000
42 - - Rp 1.330.000
43 | 14 Desember 2019 Uang portal Rp 148.000
44 | 14 Desember 2019 Uang portal Rp 274.000
45 11 Januari 2020 Uang portal Rp 388.000
46 10 Januari 2020 Uang portal Rp 178.000
47 | 22 Februari 2020 Uang portal Rp 892.000
TOTAL Rp 18.395.000

Rekap pemasukan dan setoran milik Agus tercatat bahwa, pencatatan

dimulai pada tanggal 14 Juli 2018 dan terakhir pencatatan pada tanggal

22 Februari 2020. Dalam rekap pemasukan ini juga diperoleh informasi

bahwa pencatatan terkait pemasukan dana perbaikan jalan dilakukan

secara rutin dengan hampir seluruh transaksi yang ada merupakan dana

untuk perbaikan jalan dengan keterangan “uang portal”. Namun setelah

bulan Februari berakhir tidak ada pencatatan lagi sedangkan Agus masih
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bertanggung jawab dalam penggunaan dana perbaikan jalan hingga bulan
April 2020.

Namun terdapat beberapa pemasukan yang tidak ada keterangan
tanggal dan jenis transaksinya. Misalnya saja pada tanggal 2 Maret 2019
sampai 25 Mei 2019 terdapat pemasukan sebesar Rpl.757.000 akan
tetapi tidak disertai dengan keterangan jenis transaksinya. Lalu pada
tanggal 22 Maret 2019 sampai 22 Juni 2019 terdapat pemasukan dana
sebesar Rp 2.053.000 tanpa keterangan. Terdapat pemasukan senilai Rp
537.000 dan Rp 1.330.000 tanpa ada keterangan tanggal dan jenis
transaksi.Tercatat total pemasukan yang diperoleh selama kepengurusan
Agus adalah sebesar Rp 18.389.000. Keseluruhan pemasukan dana
perbaikan jalan ini sudah di bagi dengan upah untuk Agus selaku penarik
dan pengelola dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan.

3. Rekap pengeluaran dana perbaikan jalan®

Tabel 3.7
Rekap Pengeluaran Dana Perbaikan Jalan di Dusun Pasinan
NO. TANGGAL KETERANGAN JUMLAH
1 11 Agustus 2018 Konsumsi pasang paving Rp 127.000
2 3 September 2018 Beli nasi bungkus @10 Rp 60.000
3 4 September 2018 Beli nasi bungkus @5 Rp 48.000
4 4 September 2018 Beli rokok 1 bungkus Rp 16.000
5 5 September 2018 Beli nasi bungkus @5 Rp 40.000
6 5 September 2018 Beli rokok 1 bungkus Rp 16.000
7 6 September 2018 Beli paving 30 m Rp 1.500.000
8 - Topi Rp 165.000
9 | 8September 2018 Di Serahki”/ diambil pak Rp 750.000
oyek
10 - Beli lampu lengkap Rp 123.000
11 3 Oktober 2018 - Rp 2.095.000
12 5 Oktober 2018 Beli lampu Rp 78.000
13 | 20 November 2018 Beli lampu fitting Rp 145.000
14 30 Desember 2018 Jajan dan kue Rp 69.000

’Pembukuan Pengeluaran Dana Perbaikan Jalan milik Bapak Agus, 2018-2020
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15 - Aqua 2 dus Rp 56.000
16 - Rokok surya 3 bungkus Rp 49.500
17 - Semen 2 sak Rp104.000
18 - Makan pangsit Rp 161.000
19 - Beli sertu Rp 500.000
20 - Konsumsi Rp 70.500
21 | 26Januarizotg | Belisert ‘J’glt;r‘]‘ $BEliEln Rp 650.000
22 27 Januari 2019 Beli rokok dan aqua Rp 34.000
23 - Makan Rp 155.000
24 - Beli besi Rp 100.000
25 17 Februari 2019 Beli sertu Rp 250.000
26 20 Maret 2019 Beli sertu Rp 800.000
27 8 April 2019 Beli lampu fitting Rp 135.000
28 - - Rp 935.000
29 LU Sepielie 26 Dana perbaikan jalan Rp 1.500.000
30 | 15 September 2019 Konsumsi kerjabakti Rp 100.000
31 30 Desember 2019 | Honor administrasi 12 bulan Rp 120.000
32 - - Rp 1.720.000
33 14 April 2020 Beli kabel Rp 315.000
TOTAL Rp 12.987.000

Berdasarkan rekap pengeluaran dana perbaikan jalan di Dusun

Pasinan tahun 2018 hingga 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.

Realisasi perbaikan jalan dilakukan sebanyak tujuh kali yaitu pada

tanggal 11 Agustus 2018, 6 September 2018, 26 Januari 2019, 17

Februari 2019, 20 Maret 2019, 10 September 2019, dan satu

transaksi yang tidak tercantum tanggal transaksi.

Total dana yang dihabiskan untuk biaya pembelian material

perbaikan jalan sebesar Rp 5.200.000 dengan rata-rata untuk

pembelian material seperti pasir dan batu yaitu senilai Rp 743.000.

Jumlah ini belum terhitung dengan upah pekerja, konsumsi, dan

keperluan lain. Terkait pekerja yang memperbaiki jalan, pengelola
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dana menyerahkan kepada tetangga sekitar dengan upah sebesar Rp
80.000 per orang. Untuk sekali perbaikan di butuhkan dua pekerja,
sehingga biaya yang dibutuhkan dalam satu kali perbaikan yaitu
sebesar Rp 160.000. Dana untuk mengupah ini tidak dicantumkan di
pembukuan tetapi untuk membayar pekerja tetap diambil dari kas
dana perbaikan jalan Dusun Pasinan.

Untuk konsumsi dan keperluan lain selama diadakan perbaikan jalan
totalnya sebesar Rp 1.171.000, jika dibagi dalam tujuh Kali
perbaikan jalan maka rata-rata biaya yang diperlukan untuk
konsumsi dan kebutuhan lain-lain adalah sebesar Rp 168.000 dalam
sekali perbaikan. Jadi dapat dipahami bahwa dalam sekali perbaikan,
dibutuhkan dana sebesar Rp 1.071.000 dan dalam tujuh Kali
perbaikan menghabiskan dana sebesar Rp 7.497.000

Jika dana yang direalisasikan untuk perbaikan jalan sebesar Rp
7.497.000, maka dana yang digunakan untuk keperluan di luar
perbaikan jalan vyaitu total pengeluaran dikurangi dana yang
direalisasikan untuk perbaikan jalan. Sehingga di peroleh Rp
12.987.000- Rp 7.497.000 = Rp 5.490.000.

Total dana perbaikan jalan yang diperoleh sebesar Rp 18.395.000
dan dana yang digunakan sebesar Rp 12.987.000, maka seharusnya
sisa yang masih ada saat pergantian pengurus dari Agus kepada Inah
adalah sebesar Rp 5.408.000. Akan tetapi berdasarkan penuturan dari

Kepala Dusun Pasinan, setelah Agus menyerahkan kewenangannya
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untuk mengelola dana perbaikan jalan, Agus hanya menyerahkan
senilai Rp 1.000.000 dan kekurangan dari sisa uang tersebut tidak
diketahui.

f. Dalam rekap pengeluaran dana perbaikan jalan milik Agus ini juga

terdapat beberapa transaksi tanpa keterangan dengan total mencapai

Rp 4.750.000.
4. Rekap setoran dari pengelola dana perbaikan jalan yang dipegang oleh
Ketua RT’
Tabel 3.8
Rekap Setoran oleh Ketua RT 16
TANGGAL SETOR PENGEL KETERANGAN SALDO
UARAN
22 N;alzegw ber 5.747.000 Serah terima uang kas 5.747.000
12 Januari Beli lampu di jalan
2021 85.000 andel 5.662.000
17 Januari Beli kabel 19 m untuk
133.000 | saluran lampu karena 5.529.00
2021
lampu rusak
L anuan | 458.000 Setor uang portal 5.987.000

7 Pembukuan Setoran Dana Perbaikan Jalan milik Ketua RT.16, 2021
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN DANA

PERBAIKAN JALAN BAGI PENGGUNA JALAN RODA EMPAT ATAU

LEBIH DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN
WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

Analisis Praktik Penarikan Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan
Roda Empat atau Lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik

Praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan awal mulanya

merupakan sumbangan sukarela bagi kendaraan yang melintas di jalan Desa
Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Kemudian
lambat laun dikembangkan menjadi penarikan dana perbaikan jalan dengan
pemberian portal dan pemberlakuan tarif senilai Rp 2000 untuk semua jenis
kendaraan roda empat yang mengakses jalan Desa Pasinan Lemahputih.

Perjanjian penarikan dana perbaikan jalan ini melibatkan beberapa pihak
yaitu pihak pertama adalah orang yang memberikan tugas untuk melakukan
penarikan dana perbaikan jalan (Kepala Dusun), pihak kedua adalah penarik
dana perbaikan jalan yaitu Agus (54) selaku penarik pertama dan Inah (47)
selaku penarik kedua, dan pihak ketiga adalah orang yang membayar atas
penarikan dana perbaikan jalan yaitu pengguna jalan roda empat yang
mengakses jalan desa di Dusun Pasinan.

Terkait pemberian wewenang antara Kepala Dusun dan penarik dana
perbaikan jalan di Desa Pasinan hanya sebatas pelimpahan wewenang untuk

mengambil upah separuh dari hasil penarikan selama satu hari dan mencatat
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keuangan dana perbaikan jalan tersebut setiap harinya. Tidak ada pengaturan
yang lebih detail terkait ini sehingga kurang adanya kejelasan terhadap
pelimpahan kekuasaan dalam praktik penarikan dan penggunaan dana
perbaikan jalan di Dusun Pasinan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa praktik
penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih masih
berlangsung hingga sekarang karena didasari oleh kebutuhan untuk
memperbaiki jalan desa akibat banyaknya kendaraan roda empat yang
melintas sedangkan anggaran dana desa yang kurang bisa diandalkan.
Banyaknya pengendara yang melintas terutama truk dan trailler yang
mengangkut bahan baku untuk keperluan industri memiliki potensi merusak
jalan. Dengan kata lain tujuan awal dari adanya penarikan ini merupakan
inisiatif atau kebijakan dari Kepala Dusun Pasinan untuk perbaikan jalan desa
yang merupakan bagian dari aset desa yang perlu dilakukan pemeliharaan
berkala agar tetap layak untuk dilewati para pengguna jalan dan menghindari
adanya kecelakaan.

Pada realisasinya, praktik penarikan dana perbaikan di Dusun Pasinan
kadang kala tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Pengguna jalan yang seharusnya membayar senilai Rp 2000
seringkali hanya membayar separuh dari tarif yang ditentukan atau bahkan
tidak membayar ketika sudah dibukakan portal. Hal tersebut mengakibatkan
tidak terpenuhinya hak dari penarik dana yang seharusnya mendapatkan upah

sesuai dengan yang telah ditentukan. Tetapi dari pihak penarik dana tidak
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merasa keberatan akan hal tersebut, karena dalam praktiknya apabila
pengguna jalan tidak membayar maka penarik dana membiarkan lewat begitu
saja. Tidak ada bentuk ketidakrelaan dari penarik dana baik secara lisan
seperti ancaman maupun tindakan seperti penghadangan dan bentuk paksaan
lainnya.

Terkait izin dari praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan,
antara Kepala Dusun selaku orang yang memberikan tugas untuk penarikan
dana dan Agus sebagai penarik dana sudah terpenuhi. Karena Kepala Dusun
mempunyai kewenangan untuk mengurus wilayah kekuasaannya yaitu Dusun
Pasinan. Namun perihal kewenangan terkait izin untuk melakukan penarikan
ini juga harus sepengetahuan Kepala Desa karena jalan desa ini masih
merupakan kewenangan penuh milik desa. Dalam hal ini Kepala Dusun
belum pernah meminta izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala
Desa Pasinan Lemahputih sampai sekarang tetapi Kepala Desa terkadang juga
ikut mengakses jalan sehingga bisa dikatakan Kepala Desa juga mendukung
praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan.

Praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sudah berjalan lebih dari empat
tahun dan sudah pernah berganti pengurus selama dua kali yaitu yang
awalnya dikelola oleh Agus dan sekarang di pindah tangankan kepada Inah.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Kepala Dusun dan
Penarik, penggunaan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk perbaikan

jalan adalah separuh dari hasil penarikan dalam setiap harinya karena
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separuhnya lagi digunakan untuk mengupah penarik yang sekaligus pengelola
dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan. Separuh dari hasil penarikan dana
dalam sehari yang diperuntukkan untuk mengupah terbilang sudah sangat
cukup dan pantas. Karena antara dana yang dialokasikan untuk perbaikan
jalan dan untuk mengupah terbilang seimbang, sehingga hak dari pihak yang
mengelola dana terpenuhi.

Namun berdasarkan penuturan dari Inah, terkadang apabila hasil
penarikan dalam sehari mendapat sedikit, maka Inah tidak mengambil
separuh untuk upahnya di hari itu. Hal tersebut memang tidak sesuai dengan
kesepakatan awal tetapi Inah lebih mengutamakan dana tersebut untuk
perbaikan jalan yang secara tidak langsung Inah merelakan sebagian upahnya
untuk dimasukkan kas guna perbaikan jalan. Beda halnya dengan Agus
(pengelola dana sebelumnya) yang melaksanakan tugasnya dengan baik di
awal saja yang kemudian di tahun-tahun berikutnya beliau mulai tidak
konsisten untuk mengemban amanah dan berujung dengan penyerahan
kembali wewenang yang telah diberikan Kepala Dusun.

Terkait penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan, penulis
mengacu kepada catatan pembukuan dan disinkronisasi dengan keterangan
dari para narasumber yang bersangkutan. Berdasarkan catatan pembukuan
yang ada, pembukuan yang saat itu dipegang oleh Agus terdapat banyak
transaksi yang tidak jelas. Misalnya beberapa transaksi yang tercatat pada

pembukuan tidak ada keterangan yang bisa mewakilkan transaksi tersebut.
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Seperti yang telah dijelaskan pada bab 11, terdapat kejanggalan dalam
penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan yaitu: Total dana
perbaikan jalan yang diperoleh sebesar Rp 18.395.000 dan dana yang
digunakan sebesar Rp 12.987.000, maka seharusnya sisa yang masih ada saat
pergantian pengurus dari Agus kepada Inah adalah sebesar Rp 5.408.000.
Akan tetapi berdasarkan penuturan dari Kepala Dusun Pasinan, setelah Agus
menyerahkan kewenangannya untuk mengelola dana perbaikan jalan, Agus
hanya menyerahkan senilai Rp 1.000.000 dan kekurangan dari sisa uang
tersebut tidak diketahui.

Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan bagi
Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih di Desa Pasinan Lemahputih
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Manusia harus memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupannya.
Salah satu hal yang mereka lakukan untuk memenuhi hal tersebut adalah
melakukan kegiatan muamalah. Bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan
oleh penarik dana perbaikan jalan terhadap pengguna jalan roda empat di
Dusun Pasinan adalah akad sewa-menyewa atau ijarah.

ljarah dalam Islam merupakan akad manfaat terhadap barang tertentu
(objek) yang diserahkan kepada orang lain dan dapat ditukarkan dengan
barang tertentu lainnya. Terkadang manfaat itu berupa manfaat akan barang

(ijarah bil manfa’ah) ataupun berupa manfaat atas jasa (ijarah bil —‘amal).

Praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh penarik dana perbaikan jalan
terhadap pengguna jalan roda empat di Dusun Pasinan ini merupakan sewa-

menyewa manfaat atas jasa atau disebut juga dengan ijarah bil ‘amal.
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Pelaksanaan ijarah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat agar
praktik sewa-menyewa tersebut sah dan tidak merugikan pihak yang berakad.
Suatu akad dikatakan tidak sah apabila ada salah satu rukun dan syaratnya
tidak terpenuhi. Adapun rukun dan syarat sewa-menyewa (ijarah) adalah
sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad (4qid)

Pihak yang melakukan perjanjian (aqid) vyaitu pihak yang
menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut “ajir” dan pihak
penyewa yang disebut “musta ’jir” yaitu pihak yang mengambil manfaat
dari suatu benda. Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun
Pasinan yang bertindak sebagai penerima upah (ajir) adalah penarik dana
dan pengguna jalan roda empat sebagai orang yang membayar jasa
(musta jir).

Syarat ijarah baik ajir maupun musta jir wajib cakap hukum sesuai
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para
pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap hukum
artinya mampu.”® Dengan kata lain, para pihak hendaklah yang berakal
dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika salah
seorang Yyang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat
membedakan, maka akad itu tidak sah. Dalam praktik penarikan dana

perbaikan jalan di Dusun Pasinan ini rukun agid sudah terpenuhi dimana

BMuhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam,195
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ajir maupun mustajir merupakan orang yang cakap hukum untuk
melakukan suatu akad.

Dalam akad ijarah juga harus adanya kerelaan para pihak (aqid)
dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya bila di dalam
perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-

menyewa itu tidak sah. Atau jika berdasar pendapat Imam Syafi’ i

kecuali di sertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan. Hal ini

senada dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

B o5 1eh 0,55 3N s aSeh A o il
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu .....”
(QS. An-Nisa’:29)

Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan
telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa seringkali pengguna jalan
tidak mau membayar untuk dana perbaikan jalan. Akan tetapi penarik
dana sebagai musta ’jir yang seharusnya mendapatkan ujrah atas jasanya
karena telah memberikan akses jalan tidak merasa keberatan akan hal
tersebut. Sehingga unsur rela pada praktik penarikan dana perbaikan

jalan di Dusun Pasinan telah terpenuhi. Karena inti utama dalam setiap

akad adalah keridaan.

ljab dan Kabul (Sighat)

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu

harus ada kejelasan maksud antara kedua belah pihak dan adanya
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kesesuaian antara ijab dan kabul. Cara mengungkapkan ijab dan kabul
dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara lain
yang pada intinya mencerminkan kerelaan dan kesepakatan di antara
keduanya.”® Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun
Pasinan, ijab kabul dilaksanakan antara penarik dana dengan pengguna
jalan dalam bentuk perbuatan berupa pelayanan jasa dari penarik dana
(ajir) dan pemberian ujrah oleh pengguna jalan (musta jir).
3. Upah (Ujrah)

Dalam pemberian ujrah, besarnya ujrah harus jelas diketahui oleh
kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Namun
dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan ini
besaran ujrah yang harus diberikan kepada penarik jalan tidak
diberitahukan oleh ajir sehingga besarnya ujrah tidak diketahui jelas oleh
kedua belah pihak yang artinya kesepakatan hanya di satu pihak saja.
Sedangkan segala hal yang berhubungan dengan objek sewa menyewa
harus jelas dan transparan. Dalam hal ini transaksi ujrah menjadi samar
dan hukumnya menjadi fasid.

4. Manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat dalam ijarah itu dapat dirasakan, ada
harganya, dan dapat diketahui. Dalam praktik penarikan dana perbaikan
jalan di Dusun Pasinan, manfaat yang didapat berupa perbaikan jalan

sudah terpenuhi. Namun seharusnya pengguna jalan dapat memanfaatkan

Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam, 194-196
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jalan tersebut tanpa harus memberikan ujrah kepada ajir karena
pengendara telah membayar pajak yang mana alokasi dana pajak tersebut
nantinya juga digunakan untuk perbaikan jalan.

Dalam praktik penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan di
Dusun Pasinan juga terdapat akad wakalah dimana Kepala Dusun
sebagai (muwakkil) yang memberikan kuasa atau amanah kepada Agus
untuk melakukan penarikan sekaligus penggunaan dana perbaikan jalan.
Dalam hal ini Agus adalah sebagai wakil untuk mewakili Kepala Dusun
dalam melakukan penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan di
Dusun Pasinan.

Menurut Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen Bank
Syariah, menjelaskan bahwa wakalah al-mushlagah yaitu mewakilkan
secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.?® Jika
dihubungkan dengan permasalahan yang ada, dalam hal ini Agus selaku
penarik dan pengelola dana perbaikan jalan di berikan wewenang seluas-
luasnya untuk menarik dana dan menggunakan dana perbaikan jalan yang
dikembalikan lagi kepada realisasi perbaikan jalan dan perbaikan
infrastruktur jalan di Dusun Pasinan.

Sebagaimana rukun wakalah, muwakkil disyaratkan pemilik sah
yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Wakil,
disyaratkan cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk menjalankan

amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Muwakkil disyaratkan

8 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet. 2002), 31
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memiliki hak pada bidang yang akan diwakilkannya dan tidak sah jika
mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Sedangkan objek yang
diwakilkan haruslah berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan
kuasa dan adanya sighat yang jelas.

Untuk kegiatan muamalah terkait akad wakalah ini, penulis juga
menggunakan Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang
wakalah bil ujrah yaitu akad wakalah yang disertai dengan imbalan
berupa ujrah (fee). Kepala Dusun Pasinan bertindak sebagai muwakkil
yaitu pihak yang memberi kuasa. Sedangkan Agus bertindak sebagai
wakil yaitu pihak yang menerima kuasa. Kemudian ujrah yang diberikan
merupakan imbalan/fee dari hasil penarikan dana perbaikan jalan dengan
ketentuan separuh dari penghasilan dalam sehari merupakan upah untuk
Agus dan separuhnya lagi dialokasikan untuk dana perbaikan jalan.

Dalam menyikapi hal tersebut, meskipun Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017
tentang akad wakalah bil ujrah itu juga merupakan fatwa yang kekuatan
hukumnya masih belum mengikat, dan untuk kesimpulan hasil penelitian
ini, penulis tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-
MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil ujrah, karena dalam hal ini
ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/1X/2017 tentang akad wakalah bil
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ujrah bisa dikuatkan dengan pendapat dari pakar fikih kontemporer
dalam kitab-kitabnya.

Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan
terkait sighat yang dilakukan antara wakil dan muwakkil adalah dengan
lisan dan tanpa adanya hitam di atas putih. Hal ini sudah sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 terkait sighat
pada poin kedua yaitu bahwa akad wakalah bil ujrah boleh dilakukan
secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat
dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/1X/2017 juga
mencantumkan bahwa muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk
memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat
ashliyyah maupun niyabiyyah. Dalam praktiknya, Kepala Dusun sebagai
muwakkil memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak
lain karena Kepala Dusun memiliki kewenangan penuh untuk mengatur
Dusun Pasinan yang menjadi wilayah kekuasaannya. Hal ini dilandasi
pula dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan dan
Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Peraturan tersebut menyatakan
bahwa salah satu kewenangan Kepala Dusun yaitu melakukan Penataan
dan Pengelolaan Potensi di wilahnya dan bentuk kewenangan Nayudi

sebagai Kepala Dusun di Dusun Pasinan yaitu melakukan pengelolaan
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potensi dusun sebagai wilayahnya dalam bentuk penarikan dana
perbaikan jalan.

Dalam fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 juga mengatur
terkait ketentuan objek dalam akad wakalah bil ujrah yang mana akad
wakalah bil ujrah boleh dibatasi jangka waktunya, dan wakil boleh
mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya,
kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa). Dalam praktik
penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan, pada perjanjian yang
telah dilakukan oleh wakil dan muwakkil tidak ada kesepakatan terkait
batas waktu dan pelimpahan wewenang untuk melakukan penarikan dan
penggunaan dana perbaikan jalan pada saat Agus menyuruh istrinya Anis
untuk menggantikannya. Maka terdapat perwakilan ulang kepada pihak
lain dan Kepala Dusun selaku muwakkil mengizinkan.

Apabila akad wakalah telah terjadi, maka wakil bersifat amanah
terhadap isi wakalah tersebut. Hal ini merupakan akibat hukum dari
adanya akad wakalah. Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan
olen Agus terdapat pengingkaran amanah yang telah diberikan oleh
Kepala Dusun sebagai pemberi kuasa. Agus jarang melakukan penarikan
dan pengingkaran ini berakhir dengan pembatalan akad wakalah bil ujrah
dengan wakil mundur dari akad wakalah dan menyerahkan
kewenangannya kembali kepada Kepala Dusun sebagai muwakkil.

Selain itu Agus tidak hanya melakukan pengingkaran dengan jarang

melakukan penarikan, akan tetapi uang sisa sebesar Rp 5.408.000 yang
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seharusnya diberikan kembali kepada Kepala Dusun ketika Agus sudah
tidak bertanggung jawab terhadap dana perbaikan jalan nyatanya hanya
diberikan sebesar Rp 1.000.000. Kemudian kekurangannya tidak
diserahkan kepada Kepala Dusun. Dalam hal ini Agus sebagai wakil
seharusnya memenuhi ketentuan yang diberikan muwakkil yang sesuai

dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Kahfi ayat 19:

5 g, Slln SThil s J)sis K 1$isipin
1as rfv oansVy ikl

Artinya: “....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke
kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat
manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa
makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan
janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

Dalam ayat ini diakhiri dengan kalimat “hendaklah ia berlaku lemah-
lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada
seorangpun”. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktek wakalah
hendaknya diharuskan memiliki sifat jujur, sabar, teliti dan harus mampu
menjaga amanah. Jika wakil tidak memiliki sifat tersebut maka akad
wakalah akan rusak, atau batal secara hukum.8!

Dari penelitian yang digali dari pihak-pihak yang terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam penarikan dana perbaikan jalan di Desa

Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan

teori yang didapatkan dari beberapa referensi penulis, maka dapat

8 Isabella, Imam Rusli, “Wakalah”, Al-Allam, Nomor.1 (Januari,2020), 4
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disimpulkan bahwa praktik tersebut menggunakan akad wakalah bil
ujrah antara Kepala Dusun dengan Agus selaku penarik dana dan ujrah
didapatkan dari pengguna jalan roda empat yang membayar portal jalan.
Wakalah bil ujrah dalam praktik ini terdapat unsur dari syarat yang tidak
terpenuhi yaitu pada penggunaan dana yang di kelola oleh Agus yaitu
terdapat pengingkaran terhadap wewenang yang telah diamanahkan oleh
Kepala Dusun. Dengan kata lain Agus tidak bisa menjaga amanah dan
bersifat jujur sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat wakalah bil
ujrah ini dan menjadikan akad wakalah menjadi rusak dan batal secara

hukum.
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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal

ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas

permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah

sebagai berikut:

1.

Praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih
bermula dari sumbangan sukarela dari pengguna jalan yang kemudian
dikembangkan menjadi portal jalan dengan tarif sebesar Rp 2000 dan
dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu mulai pukul 08.00 WIB
sampai 17.00 WIB. Penarikan ini dilakukan oleh Agus yang mewakili
Kepala Dusun untuk menarik dana kepada pengguna jalan roda empat.
Dalam penarikan ini pengguna jalan roda empat mendapat jasa berupa
pemberian akses jalan dan perbaikan jalan. Penarikan ini adalah
kebijakan dan inisiatif dari Kepala Dusun Pasinan yang bertujuan untuk
perbaikan jalan dan sebagian yang lain untuk keperluan perbaikan
infrastruktur jalan seperti lampu jalan.

Praktik penggunaan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan
Lemahputih sudah direalisasikan sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu
empat tahun dengan dana yang terkumpul sebesar Rp 25.216.000.
Penggunaan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih tidak
hanya untuk perbaikan jalan tetapi juga mencakup perbaikan lampu jalan,

sumbangan, dan konsumsi kerjabakti. Perbaikan lampu jalan meliputi
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penggantian lampu yang sudah mati, fitting lampu ataupun sambungan
kabel dari lampu yang sudah rusak dan perlu diganti. Selain itu terdapat
penggunaan dana yang tidak ada keterangan pada pembukuannya yang
mencapai Rp 4.750.000. Juga sisa dana perbaikan jalan sebesar Rp
5.408.000 yang seharusnya dikembalikan kepada Kepala Dusun ketika
Agus menyerahkan kewenangannya kembali pada praktiknya hanya di
kembalikan sebesar Rp 1.000.000 dan kekurangannya sampai sekarang
belum di kembalikan.

Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang terdapat wjrah di
dalamnya menurut hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan fikih
baik terkait dengan rukun dan syaratnya. Kemudian terkait penggunaan
dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan berdasarkan hukum Islam dan
fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil
ujrah terdapat pengingkaran oleh wakil, dimana wakil tidak memenuhi
ketentuan yang diberikan oleh muwakkil sehingga wakil dikatakan tidak
amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini menjadikan
akad wakalah bil ujrah pada praktik penggunaan dana perbaikan jalan di
Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
tidak sejalan dengan hukum Islam dan fatwa yang menjadikan akad

tersebut rusak dan batal secara hukum.
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Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap

praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik, ada beberapa hal yang dapat di

pertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan

dampak positif kedepannya untuk kemajuan penarikan dana perbaikan jalan

di Desa Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Kepada perangkat desa baik Kepala Dusun maupun Kepala Desa
hendaknya lebih memperhatikan terkait praktik-praktik yang penarikan
dana terutama dana untuk perbaikan jalan yang mana sebenarnya
perbaikan jalan merupakan kewajiban dari pemerintah desa. Seharusnya
Kepala Dusun juga mengurus terkait izin dari penarikan dana perbaikan
jalan ini kepada Desa agar tidak menjadi praktik pungutan yang ilegal.

2. Kepada para pengguna jalan roda empat sebaiknya tidak mengakses jalan
desa sebagai jalan alternatif karena karena selain jalan desa cepat rusak
juga membuat praktik penarikan dana ini terus berlangsung karena tidak
ada realisasi perbaikan jalan dari pemerintah Desa.

3. Kepada pihak yang diberikan tugas untuk melakukan penarikan dan
penggunaan dana perbaikan jalan hendaknya lebih bisa menjaga amanah
dari Kepala Dusun sehingga dana perbaikan jalan dapat digunakan

dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal.
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